BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini akan menyimpulkan dan memberikan saran

terkait dengan hasil penelitian di lapangan mengenai Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

yang dikaitkan dengan kegiatan berburu di Jawa Barat.

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 Identifikasi Masalah Nomor 1

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan berburu
yang awalnya dikatakan sebagai kegiatan
eksploitasi satwa. Tetapi berdasarkan penelitian
yang dilakukan, perburuan satwa merupakan
salah satu unsur konservasi, jika dilandasi
dengan etika moral dan pengetahuan mengenai
satwa buru itu sendiri. Kegiatan berburu yang
dilandasi oleh etika moral dan pengentahuan
mengenai  satwa  buru  berfungsi  untuk
mengendalikan populasi satwa buru agar tidak

terjadi peledakan populasi.

5.1.2 Identifikasi Masalah Nomor 2

Bahwa peran dan fungsi masyarakat terhadap
kegiatan berburu ini juga diatur dan dijamin
entitasnya dalam peraturan perundang-undangan
dengan  menentukan  sebuah  organisasi
penembak dan pemburu dengan nama
PERBAKIN yang menjadi perhimpunan dan
sebagai wadah para pemburu di Indonesia yang
sah.

Bahwa masyarakat sekitar tempat perburuan
menyambut dengan baik kedatangan para

pemburu modern yang datang ke kampung
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mereka, karena dengan kedatangan para
pemburu  modern dapat membangkitkan
perekonomian kampung tersebur, mulai dari
warung makan, warung rokok, tempat tinggal

penduduk.

5.1.3 Identifikasi Masalah Nomor 3

Bahwa berdasarkan tinjauan di lapangan dan
peraturan yang mengatur mengenai perburuan di
Indonesia adalah sudah tidak tepat sasaran,
karena sudah terjadi perkembangan inovasi dari
cara-cara perburuan. Misalnya seperti telah
dijelaskan di dalam bab IV, tata cara perburuan
babi hutan menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan
Satwa Buru sudah tidak relevan dengan fakta
yang ada  dilapangan  karena  seiring
perkembangan zaman, sudah banyak inovasi

yang terjadi di dalam dunia perburuan.

5.1.4 Identifikasi Masalah Nomor 4

Bahwa kategori penggunaan alat berburu
tradisional belum dibatasi dengan spesifik.

Bahwa penentuan musim buru terhadap
beberapa satwa buru yang termasuk didalam
kategori satwa buru tidak memiliki kepastian
hukum, karena rata-rata berlaku sepanjang
tahun, meskipun terhadap satwa besar
diberlakukan hanya 9 bulan, tetapi waktu 3
bulan untuk berkembang biak dan membesarkan
anak tidaklah cukup, karena perlu diketahui
pertumbuhan satwa besar memakan waktu yang

cukup lama.
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5.2 SARAN

e Bahwa pembatasan-pembatasan satwa buru
yang boleh diburu oleh para pemburu tidak
terlalu diperhatikan, misalnya seperti hewan
yang sudah dewasa dan tidak sedang hamil atau
sedang memelihara anak, tidak boleh diburu.

e Bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang
berlaku sebagai polisi kehutanan masih terbatas,
karena berdasarkan tinjauan di lapangan kantor -
kantor kehutanan di daerah-daerah perburuan
masih terbatas. Sehingga pengawasan populasi

satwa buru menjadi tidak terkontrol dengan

baik.

Penambahan kantor-kantor cabang pejabat kehutanan
demi meningkatkan pengawasan terhadap populasi
satwa buru, dan ekosistem hutan. Agar, pemantauan
populasi satwa buru lebih terdata dengan baik, guna
menetapkan kuota satwa buru yang boleh diburu pada
sebuah musim buru.

Prosedur perburuan yang diatur didalam pasal 20
Peraturan Pemerintah ini baik nya dikaji ulang, karena
sudah banyak inovasi dari tata cara perburuan yang
dilakukan oleh para pemburu.

Pembaharuan musim buru. Agar benar-benar diteliti,
kapan musim kawin, kapan musim melahirkan, kapan
musim membesarkan anak. Guna membuat kestabilan
populasi tetap terjaga dengan baik.

Pembaharuan Peraturan Pemerintah yang mengatur

mengenai perburuan satwa buru.
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Penambahan staf-staf kehutanan yang fungsi nya
mengawasi kegiatan perburuan, agar populasi hewan
baik satwa buru ataupun satwa dilindungi lebih terjaga.

Pengkajian ulang makna kata tradisional, agar memiliki
kepastian hukum bagi para pemburu yang benar-benar
tradisional ataupun bagi pemburu tradisional yang semi
modern. Karena makna kata tradisional sudah kabur
atau tidak tepat lagi, sebagaimana dijelaskan di dalam

bab I
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